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A. Dasar Pemikiran
Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment, di mana para Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menguji kepatuhan WP melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan. Setiap WP yang telah diperiksa secara all taxes dan telah melunasi seluruh utang pajaknya diberikan sertifikat. Sertifikat ini dinamakan Sertifikat Pemeriksaan Pajak. Sertifikat Pemeriksaan Pajak tetap dapat diberikan kepada WPyang telah memenuhi kewajiban perpajakan, bagian keberatan yang menilai apakah ketetapan pajak yang dikeluarkan sudah tepat atau belum.

Seluruh WP yang telah diperiksa dan melunasi utang pajaknya, baik WP badan maupun orang pribadi berhak menerima Sertifikat Pemeriksaan Pajak. Bagi WP badan, pemberian sertifikat ini akan meningkatkan kredibilitasnya di mata investor, kreditor dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai WP yang patuh. Pihak investor/kreditor pasti akan memilih perusahaan yang bersih dari segi perpajakannya dibandingkan dengan perusahaan yang belum jelas kepatuhannya. Untuk menentukan pemenang tender, sebuah instansi pemerintah tentu akan memilih perusahaan yang tidak memiliki tunggakan pajak daripada yang bermasalah. Bagi WP orang pribadi seperti pengusaha, pengacara, akuntan dan para profesional lainnya, pemberian Sertifikat Pemeriksaan Pajak dapat mengangkat reputasi mereka di mata masyarakat. Seorang klien tentu akan memilih berhubungan dengan akuntan/pengacara yang urusan pajaknya beres daripada yang belum. Dengan memiliki Sertifikat Pemeriksaan Pajak maka para profesional tadi memiliki legitimasi bahwa mereka layak untuk dipercaya.  Demikian pula  bagi calon pejabat negara/direktur BUMN di masa yang akan datang, kepemilikan Sertifikat Pemeriksaan Pajak diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan pada saat fit and proper test. Dengan demikian pemeriksaan pajak memberi manfaat langsung bagi WPdan bukan lagi sebagai momok yang menakutkan. 

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Keputusan No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik (e-filing) pada bulan Mei 2004. Adapun tujuan utama layanan pelaporan pajak ini adalah untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (melalui media komunikasi internet) kepada WP, sehingga WP orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan WPbadan dapat melakukannya dari lokasi kantor atauusahanya. Jalan keluar ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh WP untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. Dan juga dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT. 

a) Visi Dan Misi 

Visi Direktorat Jenderal Pajak 

Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. 

Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. 

b) Tugas  

Pengintegrasian dan pengkoordinasian single indentity number sebagai data base WP dengan sektor lainnya untuk mengungkapkan siapa WP yang lalai dan belum terdaftar menjadi pekerjaan rumah dan masih menjadi persoalan besar yang harus dipecahkan. "Mengintegrasikan Single Indentity Number sebagai data base WP saat ini belum di kordinasikan dengan baik," Single Indentity Number bisa diintegrasikan dengan Surat Kepemilikan Mobil, Rumah, dan Kendaraan lain akan sangat mudah bagi petugas pajak untuk mengungkapkan Siapa Wp Yang Belum Terdaftar dan Lalai.

B. Tujuan Magang
1. Mahasiswa mengetahui Macam Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan.
Target :
a) Mahasiswa mengetahui Tugas dan Fungsi dari Kantor Wilayah DJP ;
Metode :

· Penelusuran Data sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat ikut serta dalam sistematika penerapan administratifnya.

· Pengamatan sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat ikut serta dalam melihat penanganan atas adanya masalah-masalah hukum perpajakan.

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup perpajakan.

Luaran :

Mahasiswa dapat Memahami dan menjelaskan apa saja yang menjadi Tugas dan Fungsi dari Kantor Wilayah DJP.

b) Mahasiswa dapat mengetahui tentang Ruang Lingkup dari Tugas dan Wewenang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ;

Metode :

· Penelusuran Data sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat ikut serta dalam sistematika penerapan administratifnya.

· Pengamatan sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat ikut serta dalam melihat penanganan atas adanya masalah-masalah hukum perpajakan.

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup perpajakan.

Luaran :

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Ruang Lingkup dari Tugas dan wewenang KPP Pratama. 

c) Mahasiswa dapat mengetahui tentang Ruang Lingkup dari Tugas dan Wewenang Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Metode :

· Penelusuran Data sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat ikut serta dalam sistematika penerapan administratifnya.

· Pengamatan sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat ikut serta dalam melihat penanganan atas adanya masalah-masalah hukum perpajakan.

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup perpajakan.

Luaran :

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Ruang Lingkup dari Tugas dan wewenang KP2KP.

2. Mahasiswa mengetahui tugas Kantor Wilayah DJP dalam melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan.

Target :

a. Mahasiswa mengetahui tentang pelaksanaan Koordinasi sebagai bagian dalam tugas Kantor Wilayah DJP

b. Mahasiswa mengetahui tentang pelaksanaan bimbingan teknis sebagai bagian dalam tugas Kantor Wilayah DJP

c. Mahasiswa mengetahui tentang Pengendalian sebagai bagian dalam tugas Kantor Wilayah DJP.

d. Mahasiswa mengetahui tentang Analisis sebagai bagian dalam tugas Kantor Wilayah DJP.

e. Mahasiswa mengetahui tentang Evaluasi sebagai bagian dalam tugas Kantor Wilayah DJP.

f. Mahasiswa mengetahui tentang penjabaran kebijakan sebagai bagian dalam tugas Kantor Wilayah DJP.

g. Mahasiswa mengetahui tentang pelaksanaan tugas di bidang perpajakan sebagai bagian dalam tugas Kantor Wilayah DJP.

Metode :

· Mahasiswa dapat Mengikuti tugas Kantor Wilayah DJP dalam melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.
· Mahasiswa dapat ikut serta Praktek yang menjadi bagian tugas dari Kantor Wilayah DJP dalam melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.
· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi Ruang Linkup tugas Kantor Wilayah DJP dalam melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.

Luaran :

Mahasiswa memahami Mekanisme tugas Kantor Wilayah DJP dalam melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.
3. Mahasiswa mengetahui Kantor Wilayah DJP dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  (huruf: a; b; c; d; e; f; g; h; i; j; k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan. 

Target :

a. Mahasiswa mengetahui Pemberian Bimbingan Dan Evaluasi Dalam Pelaksanaan Tugas DJP ; 

Metode :

· Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang menjadi penelusuran dalam Pemberian Bimbingan Dan Evaluasi Dalam Pelaksanaan Tugas DJP.  

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengamati adanya Pemberian Bimbingan Dan Evaluasi Dalam Pelaksanaan Tugas DJP.  

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengikuti adanya Pemberian Bimbingan Dan Evaluasi Dalam Pelaksanaan Tugas DJP.  

· Mahasiswa mengetahui Praktek Pemberian Bimbingan Dan Evaluasi Dalam Pelaksanaan Tugas DJP. 

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup adanya pemberian bimbingan dan evaluasi dari pelaksanaan tugas DJP.

Luaran :

· Mahasiswa memahami Cara bimbingan Pemberian Bimbingan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas DJP. 

· Mahasiswa memahami Mekanisme bimbingan Pemberian Bimbingan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas DJP.

b. Mahasiswa mengetahui Pengamanan Rencana Kerja Dan Rencana Penerimaan Di Bidang Perpajakan;

Metode :

· Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang menjadi penelusuran dalam Pengamanan Rencana Kerja Dan Rencana Penerimaan Di Bidang Perpajakan. 

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengamati adanya Pengamanan Rencana Kerja Dan Rencana Penerimaan Di Bidang Perpajakan. 

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengikuti adanya Pengamanan Rencana Kerja Dan Rencana Penerimaan Di Bidang Perpajakan. 

· Mahasiswa mengetahui Praktek Pengamanan Rencana Kerja Dan Rencana Penerimaan Di Bidang Perpajakan. 

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup adanya pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Pengamanan Rencana Kerja Dan Rencana Penerimaan Di Bidang Perpajakan. 

· Mahasiswa memahami bentuk Pengamanan Rencana Kerja Dan Rencana Penerimaan Di Bidang Perpajakan. 

· Mahasiswa memahami Mekanisme Pengamanan Rencana Kerja Dan Rencana Penerimaan Di Bidang Perpajakan.

c. Mahasiswa mengetahui Bimbingan Konsultasi Dan Pembinaan Penggalian Potensi Perpajakan Serta Pemberian Dukungan Teknis Komputer ;

Metode :

· Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang menjadi penelusuran dalam Bimbingan Konsultasi Dan Pembinaan Penggalian Potensi Perpajakan Serta Pemberian Dukungan Teknis Komputer. 

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengamati adanya Bimbingan Konsultasi Dan Pembinaan Penggalian Potensi Perpajakan Serta Pemberian Dukungan Teknis Komputer. 

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengikuti adanya Bimbingan Konsultasi Dan Pembinaan Penggalian Potensi Perpajakan Serta Pemberian Dukungan Teknis Komputer. 

· Mahasiswa mengetahui Praktek Bimbingan Konsultasi Dan Pembinaan Penggalian Potensi Perpajakan Serta Pemberian Dukungan Teknis Komputer. 

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup bimbingan konsultasi dan pembinaan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara konsultasi Bimbingan Konsultasi Dan Pembinaan Penggalian Potensi Perpajakan Serta Pemberian Dukungan Teknis Komputer.

· Mahasiswa memahami mekanisme Bimbingan Konsultasi Dan Pembinaan Penggalian Potensi Perpajakan Serta Pemberian Dukungan Teknis Komputer.

· Mahasiswa memahami bentuk Bimbingan Konsultasi Dan Pembinaan Penggalian Potensi Perpajakan Serta Pemberian Dukungan Teknis Komputer.

d. Mahasiswa mengetahui Pengumpulan, Pencarian, Dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi Perpajakan ;

Metode :

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengamati adanya Pengumpulan, Pencarian, Dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi Perpajakan. 

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengikuti adanya Pengumpulan, Pencarian, Dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi Perpajakan. 

· Mahasiswa mengetahui Praktek Pengumpulan, Pencarian, Dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi Perpajakan. 

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang lingkup Pengumpulan, Pencarian, Dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi Perpajakan. 
Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Pengumpulan, Pencarian, Dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi Perpajakan. 

· Mahasiswa memahami Mekanisme Pengumpulan, Pencarian, Dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi Perpajakan. 

· Mahasiswa memahami Bentuk Pengumpulan, Pencarian, Dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi Perpajakan.  

e. Mahasiswa mengetahui Penyiapan dan Pelaksanaan Kerja Sama Perpajakan, Pemberian Bantuan Hukum serta Bimbingan Pendataan dan Penilaian ;

Metode :

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengamati adanya Penyiapan dan Pelaksanaan Kerja Sama Perpajakan, Pemberian Bantuan Hukum, serta Bimbingan Pendataan dan Penilaian. 

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengikuti adanya Penyiapan dan Pelaksanaan Kerja Sama Perpajakan, Pemberian Bantuan Hukum, serta Bimbingan Pendataan dan Penilaian. 

· Mahasiswa dapat mengetahui dan ikut serta dalam praktek Penyiapan dan Pelaksanaan Kerja Sama Perpajakan, Pemberian Bantuan Hukum, serta Bimbingan Pendataan dan Penilaian.

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi Ruang Linkup Penyiapan dan Pelaksanaan Kerja Sama Perpajakan, Pemberian Bantuan Hukum, serta Bimbingan Pendataan dan Penilaian. 

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Penyiapan dan Pelaksanaan Kerja Sama Perpajakan, Pemberian Bantuan Hukum serta Bimbingan Pendataan dan Penilaian. 

· Mahasiswa memahami Mekanisme Penyiapan dan Pelaksanaan Kerja Sama Perpajakan, Pemberian Bantuan Hukum serta Bimbingan Pendataan dan Penilaian. 

· Mahasiswa memahami Bentuk Penyiapan dan Pelaksanaan Kerja Sama Perpajakan, Pemberian Bantuan Hukum serta Bimbingan Pendataan dan Penilaian.

f. Mahasiswa mengetahui Bimbingan Pemeriksaan Dan Penagihan Serta Pelaksanaan Dan Administrasi Penyidikan ; 

Metode :

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengamati adanya bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan. 

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengikuti adanya bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan. 

· Mahasiswa dapat mengetahui dan ikut serta dalam praktek bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan. 

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup bimbingan pemeriksaan dan penagihan,  serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan. 

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Bimbingan Pemeriksaan Dan Penagihan Serta PelaksanaanDan Administrasi Penyidikan. 

· Mahasiswa memahami Mekanisme Bimbingan Pemeriksaan Dan Penagihan Serta Pelaksanaan Dan Administrasi Penyidikan.

· Mahasiswa memahami Bentuk Bimbingan Pemeriksaan Dan Penagihan Serta Pelaksanaan Dan Administrasi Penyidikan.

· Mahasiswa memahami Syarat Bimbingan Pemeriksaan Dan Penagihan Serta Pelaksanaan Dan Administrasi Penyidikan.

g. Mahasiswa mengetahui Bimbingan Pelayanan Dan Penyuluhan, Serta Pelaksanaan Hubungan Masyarakat;

Metode :

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengamati adanya bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat. 

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengikuti adanya bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat. 

· Mahasiswa dapat mengetahui dan ikut serta dalam praktek bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat. 

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat. 

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Bimbingan Pelayanan Dan Penyuluhan, Serta Pelaksanaan Hubungan Masyarakat.

· Mahasiswa memahami Mekanisme Bimbingan Pelayanan Dan Penyuluhan, Serta Pelaksanaan Hubungan Masyarakat.

· Mahasiswa memahami Bentuk Bimbingan Pelayanan Dan Penyuluhan, Serta Pelaksanaan Hubungan Masyarakat.

· Mahasiswa memahami Mengorganisir kegiatan penyuluhan Bimbingan Pelayanan Dan Penyuluhan, Serta Pelaksanaan Hubungan Masyarakat.

h. Mahasiswa mengetahui Bimbingan Dan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Serta Pelaksanaan Urusan Banding Dan Gugatan ; 

Metode :

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengamati adanya bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan. 

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengikuti adanya bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan. 

· Mahasiswa dapat mengetahui dan ikut serta dalam praktek bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan. 

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan. 

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Bimbingan Dan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Serta Pelaksanaan Urusan Banding Dan Gugatan.

· Mahasiswa memahami Mekanisme Bimbingan Dan Penyelesaian Keberatan,  Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Serta Pelaksanaan Urusan Banding Dan Gugatan.

· Mahasiswa memahami Bentuk Bimbingan Dan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Serta Pelaksanaan Urusan Banding Dan Gugatan.

· Mahasiswa memahami Syarat Bimbingan Dan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Serta Pelaksanaan Urusan Banding Dan Gugatan.

· Mahasiswa memahami Kriteria Bimbingan Dan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Serta Pelaksanaan Urusan Banding Dan Gugatan.

i. Mahasiswa mengetahui Bimbingan Dan Penyelesaian Pembetulan Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Keputusan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar ;

Metode :

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengamati adanya bimbingan dan penyelesaian  pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

· Mahasiswa dapat mengetahui dan ikut serta dalam praktek bimbingan dan penyelesaian  pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup bimbingan dan penyelesaian  pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Bimbingan Dan Penyelesaian Pembetulan Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Keputusan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar.

· Mahasiswa memahami Mekanisme Bimbingan Dan Penyelesaian Pembetulan Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Keputusan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar.

· Mahasiswa memahami Bentuk Bimbingan Dan Penyelesaian Pembetulan Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Keputusan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar.

· Mahasiswa memahami Syarat Bimbingan Dan Penyelesaian Pembetulan Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Keputusan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar.

j. Mahasiswa mengetahui Bimbingan Pengurangan PBB, serta BPHTB ;

Metode :

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengamati adanya Bimbingan Pengurangan PBB, serta BPHTB.

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengikuti adanya Bimbingan Pengurangan PBB, serta BPHTB.

· Mahasiswa dapat mengetahui dan ikut serta dalam praktek Bimbingan Pengurangan PBB, serta BPHTB.

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi Ruang Linkup Bimbingan Pengurangan PBB, serta BPHTB.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Bimbingan Pengurangan PBB, serta BPHTB.

· Mahasiswa memahami Mekanisme Bimbingan Pengurangan PBB, serta BPHTB.

· Mahasiswa memahami Bentuk Bimbingan Pengurangan PBB, serta BPHTB.

k. Mahasiswa mengetahui Pelaksanaan Administrasi Kantor Wilayah DJP.

Metode :

· Mahasiswa dapat mengetahui dan mengamati adanya Pelaksanaan Administrasi Kantor Wilayah DJP.

· Mahasiswa dapat mengetahui dan ikut serta dalam praktek Pelaksanaan Administrasi Kantor Wilayah DJP.

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup Pelaksanaan Administrasi Kantor Wilayah DJP. 

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Pelaksanaan Administrasi Kantor Wilayah DJP.

· Mahasiswa memahami mekanisme Pelaksanaan Administrasi Kantor Wilayah DJP.

4. Mahasiswa mengetahui tugas dilaksanakan KPP dalam hal penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 10.

Target :
a) Mahasiswa memahami cara KPP dalam hal penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, PBB, serta BPHTB. 
b) Mahasiswa memahami mekanisme KPP dalam hal penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, PBB, serta BPHTB. Mahasiswa mampu untuk memahami KPP dalam hal mengorganisir penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, PBB, serta BPHTB. 
c) Mahasiswa mampu untuk memahami kriteria KPP dalam hal penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, PBB, serta BPHTB. 
Metode :

· Mahasiswa dapat mengamati tugas dan wewenang yang dilaksanakan KPP dalam hal penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang Pajak Penghasilan, Pajak PertambahanNilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, PBB, serta BPHTB.
· Mahasiswa dapat mengikuti apa,yang menjadi tugas dan wewenang yang dilaksanakan KPP dalam hal penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, PBB, serta BPHTB.
· Mahasiswa ikut serta dalam praktek tugas dan wewenang yang dilaksanakan KPP dalam hal penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang Pajak Penghasilan, Pajak PertambahanNilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, PBB, serta BPHTB.
· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup tugas KPP dalam hal: Penyuluhan, Pelayanan, dan Pengawasan WP di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, PBB, serta BPHTB dalam wilayah wewenangnya.
Luaran :

· Mahasiswa memahami tugas dan wewenang yang dilaksanakan KPP dalam hal penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang Pajak Penghasilan, Pajak PertambahanNilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, PBB, serta BPHTB. 

· Mahasiswa memahami mekanisme tugas dan wewenang yang dilaksanakan KPP dalam hal penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang Pajak Penghasilan, Pajak PertambahanNilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, PBB, serta BPHTB. 

5. Mahasiswa mengetahui tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O yang menjadi wewenang KPP  dalam menyelenggarakan fungsinya : Pasal 11

Target : 

a) Mahasiswa memahami apa saja yang menjadi wewenang KPP dalam hal Pengumpulan, Pencarian Dan Pengolahan Data, Pengamatan Potensi Perpajakan, Penyajian Informasi Perpajakan, Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Serta Penilaian Objek PBB ;
Metode :

· Mahasiswa dapat melakukan pengumpulan data tentang Pencarian Dan Pengolahan Data, Pengamatan Potensi Perpajakan, Penyajian Informasi Perpajakan, Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Serta Penilaian Objek PBB.

· Mahasiswa dapat mengamati Pengumpulan, Pencarian Dan Pengolahan Data, Pengamatan Potensi Perpajakan, Penyajian Informasi Perpajakan, Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Serta Penilaian Objek PBB.

· Mahasiswa mengikuti Pengumpulan, Pencarian Dan Pengolahan Data, Pengamatan Potensi Perpajakan, Penyajian Informasi Perpajakan, Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Serta Penilaian Objek PBB.

· Mahasiswa ikut serta dalam praktek Pengumpulan, Pencarian Dan Pengolahan Data, Pengamatan Potensi Perpajakan, Penyajian Informasi Perpajakan, Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Serta Penilaian Objek PBB.

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi Ruang Linkup Wewenang KPP dalam hal Pengumpulan, Pencarian Dan Pengolahan Data, Pengamatan Potensi Perpajakan, Penyajian Informasi Perpajakan, Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Serta Penilaian Objek PBB.
Luaran :

· Mahasiswa memahami cara KPP dalam hal wewenang : Pengumpulan, Pencarian Dan Pengolahan Data, Pengamatan Potensi Perpajakan, Penyajian Informasi Perpajakan, Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Serta Penilaian Objek PBB. 

· Mahasiswa memahami mekanisme yang menjadi wewenang KPP dalam hal Pengumpulan, Pencarian Dan Pengolahan Data, Pengamatan Potensi Perpajakan, Penyajian Informasi Perpajakan, Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Serta Penilaian Objek PBB. 

· Mahasiswa memahami bagaimana wewenang KPP dalam hal mengorganisir ; Pengumpulan, Pencarian Dan Pengolahan Data, Pengamatan Potensi Perpajakan, Penyajian Informasi Perpajakan, Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Serta Penilaian Objek PBB. 

· Mahasiswa memahami kriteria yang menjadi wewenang KPP dalam hal Pengumpulan, Pencarian Dan Pengolahan Data, Pengamatan Potensi Perpajakan, Penyajian Informasi Perpajakan, Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Serta Penilaian Objek PBB

b) Mahasiswa mengetahui Penetapan Dan Penerbitan Produk Hukum Perpajakan ; 
Metode :

· Mahasiswa dapat melakukan pengumpulan data tentang Penetapan Dan Penerbitan Produk Hukum Perpajakan.
· Mahasiswa dapat mengamati Penetapan Dan Penerbitan Produk Hukum Perpajakan.
· Mahasiswa dapat mengikuti Penetapan Dan Penerbitan Produk Hukum Perpajakan.
· Mahasiswa ikut serta dalam praktek Penetapan Dan Penerbitan Produk Hukum Perpajakan.
· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi Ruang Linkup Penetapan Dan Penerbitan Produk Hukum Perpajakan.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Penetapan Dan Penerbitan Produk Hukum Perpajakan. 

· Mahasiswa memahami mekanisme Penetapan Dan Penerbitan Produk Hukum Perpajakan. 

· Mahasiswa memahami Bentuk Penetapan Dan Penerbitan Produk Hukum Perpajakan. 

· Mahasiswa memahami Syarat Penetapan Dan Penerbitan Produk Hukum Perpajakan. 

c) Mahasiswa mengetahui Pengadministrasian Dokumen Dan Berkas Perpajakan, Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Serta Penerimaan Surat Lainnya ;
Metode :

· Mahasiswa melakukan pengumpulan data tentang pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 

· Mahasiswa dapat mengamati pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 

· Mahasiswa dapat mengikuti pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 

· Mahasiswa ikut serta dalam praktek pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi Ruang Linkup Pengadministrasian Dokumen Dan Berkas Perpajakan, Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Serta Penerimaan Surat Lainnya.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Pengadministrasian Dokumen Dan Berkas Perpajakan, Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Serta Penerimaan Surat Lainnya. 

· Mahasiswa memahami mekanisme Pengadministrasian Dokumen Dan Berkas Perpajakan, Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Serta Penerimaan Surat Lainnya. 

d) Mahasiswa mengetahui tentang Penyuluhan Perpajakan;
Metode :

· Mahasiswa dapat mengamati tentang Penyuluhan Perpajakan.
· Mahasiswa dapat mengikuti tentang Penyuluhan Perpajakan. 
· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi Ruang Linkup Penyuluhan Perpajakan.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Penyuluhan Perpajakan.

· Mahasiswa memahami mekanisme Penyuluhan Perpajakan.

· Mahasiswa memahami dalam mengorganisir adanya Penyuluhan Perpajakan.

· Mahasiswa memahami dalam mengadakan penyuluhan perpajakan mandiri.

· Mahasiswa memahami siapa yang melaksanakan penyuluhan perpajakan mandiri.

e) Mahasiswa mengetahui Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak (WP); 
Metode :

· Mahasiswa melakukan pengumpulan data tentang Pelaksanaan Registrasi WP. 

· Mahasiswa dapat mengamati Pelaksanaan Registrasi WP. 
· Mahasiswa ikut serta dalam praktek Pelaksanaan Registrasi WP. 
· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi Ruang Linkup Pelaksanaan Registrasi WP.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak.

· Mahasiswa memahami mekanisme Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak.

f) Mahasiswa mengetahui Pelaksanaan Ekstensifikasi;
Metode :

· Mahasiswa melakukan pengumpulan data tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi.

· Mahasiswa dapat mengamati Pelaksanaan Ekstensifikasi.
· Mahasiswa dapat mengikuti Pelaksanaan Ekstensifikasi.
· Mahasiswa ikut serta dalam praktek Pelaksanaan Ekstensifikasi.
· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi Ruang Linkup Pelaksanaan Ekstensifikasi. 

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Pelaksanaan Ekstensifikasi.

· Mahasiswa memahami mekanisme Pelaksanaan Ekstensifikasi.

· Mahasiswa memahami Siapa yang dapat melaksanakan Ekstensifikasi. 

g) Mahasiswa mengetahui Penatausahaan Piutang Pajak Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak ;
Metode :

· Mahasiswa dapat mengamati Penatausahaan Piutang Pajak Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak.
· Mahasiswa dapat mengikuti Penatausahaan Piutang Pajak Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak. 
· Mahasiswa ikut serta dalam praktek Penatausahaan Piutang Pajak Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak. 
· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi Ruang Linkup Penatausahaan Piutang Pajak Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak.
Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Penatausahaan Piutang Pajak Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak.

· Mahasiswa memahami mekanisme Penatausahaan Piutang Pajak Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak.

· Mahasiswa memahami Syarat Penatausahaan Piutang Pajak Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak.

h) Mahasiswa mengetahui Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ; 
Metode :

· Mahasiswa melakukan pengumpulan data tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
· Mahasiswa dapat mengamati Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
· Mahasiswa dapat mengikuti Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
· Mahasiswa ikut serta dalam praktek Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. 
· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

· Mahasiswa memahami mekanisme Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

· Mahasiswa memahami kriteria Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

· Mahasiswa memahami Siapa yang berhak dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

i) Mahasiswa mengetahui Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan WP;
Metode :

· Mahasiswa melakukan pengumpulan data tentang Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan WP.
· Mahasiswa dapat mengamati Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan WP.
· Mahasiswa dapat mengikuti Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan WP.
· Mahasiswa ikut serta dalam praktek Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan WP.
· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan WP.
Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan WP.

· Mahasiswa memahami mekanisme Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan WP.

· Mahasiswa memahami Bentuk dan dapat mensimulasikan Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan WP.

j) Mahasiswa mengetahui Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan ; 
Metode :

· Mahasiswa melakukan pengumpulan data tentang Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan.

· Mahasiswa dapat mengamati Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan.
· Mahasiswa dapat mengikuti Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan.
· Mahasiswa ikut serta dalam praktek Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan.
· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan.

· Mahasiswa memahami mekanisme Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan.

· Mahasiswa memahami Bentuk dan dapat mensimulasikan Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan.

k) Mahasiswa mengetahui Pelaksanaan Intensifikasi ; 

Metode :

· Mahasiswa melakukan pengumpulan data tentang Pelaksanaan Intensifikasi.

· Mahasiswa dapat mengamati Pelaksanaan Intensifikasi.

· Mahasiswa dapat mengikuti Pelaksanaan Intensifikasi.

· Mahasiswa ikut serta dalam praktek Pelaksanaan Intensifikasi.

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup Pelaksanaan Intensifikasi.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Pelaksanaan Intensifikasi.

· Mahasiswa memahami mekanisme Pelaksanaan Intensifikasi.

l) Mahasiswa mengetahui Pembetulan Ketetapan Pajak ; 
Metode :

· Mahasiswa melakukan pengumpulan data tentang Pembetulan Ketetapan Pajak.

· Mahasiswa dapat mengamati Pembetulan Ketetapan Pajak.

· Mahasiswa ikut serta dalam praktek Pembetulan Ketetapan Pajak.

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup Pembetulan Ketetapan Pajak.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Pembetulan Ketetapan Pajak.

· Mahasiswa memahami mekanisme Pembetulan Ketetapan Pajak.

· Mahasiswa memahami bentuk Pembetulan Ketetapan Pajak.

m) Mahasiswa mengetahui Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) ; 
Metode :

· Mahasiswa melakukan pengumpulan data tentang Pengurangan PBB, serta BPHTB.

· Mahasiswa dapat mengamati Pengurangan PBB, serta BPHTB.
· Mahasiswa ikut serta dalam praktek Pengurangan PBB, serta BPHTB.
· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi Ruang Linkup Pengurangan PBB, serta BPHTB.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Pengurangan PBB, serta BPHTB.

· Mahasiswa memahami syarat Pengurangan PBB, serta BPHTB.

· Mahasiswa memahami mekanisme Pengurangan PBB, serta BPHTB.

n) Mahasiswa mengetahui Pelaksanaan Administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Metode :

· Mahasiswa melakukan pengumpulan data tentang Pelaksanaan Administrasi KPP.

· Mahasiswa dapat mengamati Pelaksanaan Administrasi KPP.
· Mahasiswa ikut serta praktek dengan Pelaksanaan Administrasi KPP.
· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup Pelaksanaan Administrasi KPP.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Pelaksanaan Administrasi Kantor Pelayanan Pajak KPP.

· Mahasiswa memahami mekanisme Pelaksanaan Administrasi KPP.

6. Mahasiswa mengetahui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 14 adalah bertanggungjawab  kepada Kepala KPP.
Target: 

a) Mahasiswa memahami apa saja yang menjadi tugas KP2KP dalam melakukan   urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.
Metode :

· Mahasiswa melakukan pengumpulan data tentang tugas KP2KP dalam melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.

· Mahasiswa mengamati tugas KP2KP dalam melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.
· Mahasiswa mengikuti tugas KP2KP dalam melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.
· Mahasiswa ikut serta praktek dengan tugas KP2KP dalam melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.
· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi Ruang Linkup Tugas KP2KP dalam melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara KP2KP dalam melaksanakan urusan pelayanan,  penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.

· Mahasiswa memahami Bentuk KP2KP dalam melaksanakan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.

· Mahasiswa memahami mekanisme KP2KP dalam melaksanakan urusan pelayanan,  penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.

· Mahasiswa memahami mengorganisir KP2KP dalam melaksanakan urusan pelayanan,  penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.

· Mahasiswa memahami kriteria (prasyarat) KP2KP dalam melaksanakan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.

b) Mahasiswa memahami KP2KP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (huruf a;b;c;d;e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan :

Metode :

· Mahasiswa melakukan pengumpulan data tentang KP2KP dalam hal : pelaksanaan, penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat ;

· Mahasiswa mengamati KP2KP dalam hal : pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP ;

· Mahasiswa mengamati KP2KP dalam hal : bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada WP ;

· Mahasiswa ikut serta praktek dengan KP2KP dalam hal : pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu KPP ; 

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi Ruang Linkup pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan,dan Konsultasi Perpajakan.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara pelaksanaan, penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.

· Mahasiswa memahami Bentuk pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP.

· Mahasiswa memahami mekanisme bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada WP.

· Mahasiswa memahami mengorganisir pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu KPP.

· Mahasiswa memahami kriteria (prasyarat) dalam pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan,dan Konsultasi Perpajakan. 

C. Ketentuan Umum Pelaksanaan Magang

1. Kurun Waktu Pelaksanaan 

Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan dalam tenggang waktu sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya magang ini dilaksanakan pada waktu liburan semester baik liburan semester ganjil maupun semester genap, akan tetapi magang ini juga dapat dilaksanakan selama perkuliahan aktif dengan memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan kemudian;

2. Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan minimum selama 30 hari kerja dengan asumsi jam kerja dihitung selama 8-10 jam kerja perhari sehingga jumlah total pelaksanaan magang dalam hitungan jam adalah 240-300 jam kerja perhari. 

3. Untuk jumlah total hari pelaksanaan menyesuaikan dengan jumlah jam yang sudah ditempuh oleh peserta Magang. Yang terpenting adalah Mahasiswa Peserta Magang minimum telah menempuh Magang selama 240 – 300 jam kerja.

Program Magang ini pada dasarnya dapat dilaksanakaan di semua wilayah baik lokal di Malang Raya, Regional Jawa Timur Maupun Nasional baik di daerah-daerah di Luar Jawa Timur maupun di tingkat Pusat. Magang ini juga dapat dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia atu di Luar Negeri. 

2. Tata Tertib Peserta Selama Pelaksanaan Magang
1. Setiap peserta Magang wajib mengikuti pembekalan magang sesuai jadwal yang diselenggarakan oleh DPL;

2. Setiap peserta Magang harus terlibat aktif dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat magang;

3. Mengamati segala mekanisme kerja yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat Magang; Mengamati secara mendalam mengenai aspek hukum yang akan menjadi bahan laporan sesuai dengan tema secara spesifik dan dominan dalam menjalankan fungsi kerja lembaga atau instansi tempat Magang;

4. Menjaga ketertiban dan mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi tempat Magang;

5. Menjaga harkat, martabat, dan kehormatan serta nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan/atau lembaga atau instansi tempat Magang;

6. Semua peserta pada saat mengikuti Magang wajib memakai pakaian yang sopan;

· Bagi Peserta Putra: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana hitam;

· Bagi Peserta Putri: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana/rok hitam, wajib berjilbab, dilarang berpakaian ketat;

· Atau Sesuai dengan Ketentuan pada tempat magang.

7. Kehadiran di tempat magang adalah 100%, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal tidak bisa masuk/ mengikuti magang, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menggantinya di hari lain sesuai dengan kesepakatan dengan tempat magang.

8. Peserta Magang tidak boleh merangkap jadwal magangnya dengan jadwal kuliah maupun jadwal kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila peserta magang mengambil jadwal magang pada waktu perkuliahan aktif harus menyesuaikan jadwal magangnya dengan jadwal kuliah dan jadwal-jadwal lainnya. 

9. Pada dasarnya jadwal magang tidak boleh berbenturan dengan jadwal kuliah. Dalam hal magang dilaksanakan pada waktu perkuliahan aktif, intansi magang harus mengetahui jadwal perkuliahan dari peserta magang sehingga jadwal magang bisa disesuaikan tentunya dengan persetujuan dari instansi magang. 

10. Setiap peserta magang wajib mentaati semua tata tertib yang berlaku baik di lingkungan UMM maupun di Instansi Magang.

11. Bagi peserta magang yang melanggar tata tertib magang ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UMM maupun di tempat magang.

Lampiran-1 : FORMAT COVER PROPOSAL MAGANG

PROPOSAL MAGANG

DI ........................................

Alamat ....................................................
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Oleh:

Nama
: ..................................

NIM
: ..................................

LABORATORIUM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

20....... / 20.......

Lampiran-2 : FORMAT LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG 

DI …………………………..

Alamat ……………………………..

Proposal magang ini telah diketahui, disetujui dan disahkan oleh pihak-pihak berwenang sebagaimana tersebut di bawah ini :
Malang, ……………………

   Menyetujui, 






Instruktur Pembimbing Proposal


Ketua Kelompok Magang

    (……………………………)


(………………………...)
Mengesahkan,

Kepala Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum UMM

(…………………………….)
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